KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
mempunyai tugas antara lain menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Bintan mempunyai
kewajiban menyelenggarakan pencatatan  akuntansi  dan melaksanakan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Kilasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Informasi yang disajikan di
dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan ini merupakan salah satu perwujudan bentuk
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Semoga
Pelaporan Keuangan Daerah melalui buku Laporan Keuangan Daerah ini dapat
menyakinkan segenap komponen masyarakat di Kabupaten Bintan akan pengelolaan
keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD.

Bandar Seri Bentan, Juni 2022

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dra. HATRIAH
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Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas antara
lain menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dimkasud adalah Laporan
Keuangan yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dengan
demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini merupakan perwujudan
pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan / atau barang pada Pemerintah
Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2021 ini telah disusun
berdasarkan Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
telah disgjikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengel olaan K euangan Daerah.

1. Laporan Realisas Anggaran

Laporan Readlisas Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun
2021 setelah perubahan beserta realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

Realisas pendapatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rpl1.105.990.844.796,92
atau 102,63% dari anggaran sebesar Rpl1.077.644.954.892,00 dan Realisas belanja
pada Tahun Anggran 2021 adalah sebesar Rpl1.117.324.585.307,31 atau 91,20% dari
anggaran sebesar Rp1.255.133.748.261,68.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menygjikan informasi kenaikan dan

penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi
dan SAL akhir.

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 149.088.793.369,68

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan (Rp. 149.088.793.369,68)

Pembiayaan Tahun Berjalan

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 136.160.052.859,29

(SILPA/SIKPA)

Koreks Kesalahan Pembukuan Rp. 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 136.160.052.859,29
3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntans / entitas pelaporan
mengenal aset, kewajiban dan ekuitas dana padatanggal tertentu.

Aset Rp. 2.419.336.077.314,71
Kewajiban Rp. 5.523.615.961,99
Ekuitas Rp. 2.413.336.077.314,71
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4. Laporan Operasiond

Laporan Operasiona menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasiona
keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penygjiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Jumlah Pendapatan - LO Rp.1.068.229.542.386,51
Jumlah Beban-LO Rp.1.085.651.703.687,57
Jumlah Surplug/Defisit - LO (Rp. 133.330.340.710,06)

5. Laporan ArusKas

Laporan Arus Kas menygjikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama
periode tertentu yang diklasifikasi berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset untuk
keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Informasi tentang Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bintan periode 1 Januari s/d
Desember 2021 adalah sebagal berikut :

Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2021 Rp.  149.088.793.369,68
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp.  138.084.607.314,94
Arus kas bersih dari aktivitasinvestas (Rp.  151.013.347.825,33)
Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00
Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 619.117.499,80

Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021 Rp. 136.779.170.359,09
6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menygjikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Ekuitas pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.413.812.461.352,72.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai
dasar Penyusunan Laporan Keuangan, Kebijakan Akuntans dan Informasi tambahan
yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisass Anggran dan Belanja diakui berdasarkan basis
kas yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah
(KUD).
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LAPORAN KEUANGAN POKOK
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

REALISASI 2021

N RAIAN REFF CALK ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 9 REALISASI 202
o Urut U C GG S U (AUDITED) % SASI 2020
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 7.5.1.1
1.1 Pendapatan Asli Daerah 7.5.1.1.1
1.1.1 |Pendapatan pajak daerah 7.5.1.1.1.1) 144.285.785.000,00 130.059.598.323,77 90,14 107.816.743.354,99
1.1.2 |Pendapatan retribusi daerah 7.5.1.1.1.2) 8.567.875.000,00 7.601.797.691,00 88,72 7.761.066.224,00
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan
1.1.3 . 7.5.1.1.1.3) 10.477.231.219,00 11.411.312.907,00 108,92 8.959.879.482,00
daerah yang dipisahkan
114 La'hn'la'" pendapatan aslidaerahyang | ¢ ) 1 4 4 36.553.168.343,00 46.673.165.663,15 | 127,69 41.214.839.776,46
Ssa
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 199.884.059.562,00 | __195.745.874.584,92 | __ 97,93 | __ 165.752.528.837,45
1.2 Pendapatan Transfer 7.5.1.1.2
121 Pendapatan Tran'sfer Pemerintah 7.5.1.1.2.1)
Pusat - Dana Perimbangan
1.2.1.1 |Dana Bagi Hasil 7.5.1.1.2.1.1) 57.097.237.576,00 98.171.066.468,00 171,94 -
1.2.1.1.1 [Dana Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.1.1.1) - - 23.975.591.557,00
1.2.1.1.2 [Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 7.5.1.1.2.1.1.2) - - 169.766.679.316,00
1.2.1.2 |Dana Alokasi Umum 7.5.1.1.2.1.2) 476.841.183.000,00 476.841.183.000,00 100,00 486.117.569.000,00
1.2.1.3 |Dana Alokasi Khusus 7.5.1.1.2.1.3) - - 141.719.060.458,00
1.2.1.4 |Dana Alokasi Khusus - Fisik 7.5.1.1.2.1.4) 98.679.016.000,00 90.479.520.346,00 91,69 -
1.2.1.5 |Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 7.5.1.1.2.1.5) 62.011.394.000,00 56.162.194.000,00 90,57 -
Jumlah Pendapatan Transfer Dana 694.628.830.576,00 | _ 721.653.963.814,00 | _ 103,80 | _ 821.578.900.331,00
Perimbangan - |\ =
1.2.2 Pendapat:an Transfer Pemerintah 7.5.1.1.2.2)
Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian - - - 87.599.059.000,00
1.2.2.1 |Dana Insentif Daerah 7.5.1.1.2.2.1) 44.420.166.000,00 44.420.166.000,00 100,00 -
1.2.2.2 |Dana Otonomi Khusus - - - -
1.2.2.3 |Dana Keistimewaan - - - -
1.2.2.4 |Dana Desa 7.5.1.1.2.2.2) 40.708.009.000,00 40.186.161.200,00 98,72 -
Jumlah Pendapatan Transfer 85.128.175.000,00 84.606.327.200,00 | __ 99,39 87.599.059.000,00
Pemerintah Pusat - Lainnya
1.2.3 |Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.5.1.1.2.3)
1.2.3.1 |Pendapatan Bagi Hasil 7.5.1.1.2.3.1) 68.746.363.754,00 63.898.047.803,00 92,95 61.807.106.031,00
1.2.3.2 |Bantuan Keuangan - - - -
Jumlah Pendapatan Tra"Sfe;A"ta}: 68.746.363.754,00 63.898.047.803,00 | __ 92,95 61.807.106.031,00
aera
Total Pendapatan Transfer 848.503.369.330,00 | _ 870.158.338.817,00 | 102,55 |  970.985.065.362,00
13 Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang 75.1.1.3
Sah
1.3.1 |Pendapatan Hibah 7.5.1.1.3.1) - - - 68.889.521.687,00
1.3.2 |Pendapatan Dana Darurat -
1.3.3 |Pendapatan lainnya 7.5.1.1.3.3) 29.257.526.000,00 40.086.631.395,00 137,01 500.000.000,00
Jumlah Lain-lainnya Pendapatan 29.257.526.000,00 40.086.631.395,00 | _137,01 69.389.521.687,00
Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN 1.077.644.954.892,00 | _1.105.990.844.796,92 102,63 1.206.127.115.886,45
2 Belanja 7.5.1.2
2.1 Belanja Operasi 7.5.1.2.1
2.1.1 |Belanja pegawai 7.5.1.2.1.1) 505.700.609.688,68 476.609.153.074,00 94,25 571.093.939.534,00
2.1.2 |Belanja barang 7.5.1.2.1.2) 381.489.167.191,00 327.840.463.570,98 85,94 257.761.202.728,82
2.1.3 |Belanja bunga - - - -
2.1.4 |Belanja subsidi - - - -
2.1.5 |Belanja hibah 7.5.1.2.1.3) 48.816.713.755,00 45.560.989.228,00 93,33 57.292.591.880,00
2.1.6 |Belanja bantuan sosial 7.5.1.2.1.4) 4.080.000.000,00 3.939.600.000,00 96,56 5.530.925.108,00
2.1.7 _|Belanja Bantuan Keuangan 7.5.1.2.1.5) - 109.107.128.560,00
Jumlah Belanja Operasi 940.086.490.634,68 853.950.205.872,98 | __ 90,84 | _1.000.785.787.810,82
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REALISASI 2021

N RAIAN REFF CALK ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN % REALISASI 202
o Urut U C GG S| U (AUDITED) % SASI 2020
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Belanja Modal 7.5.1.2.2
2.2.1 |Belanjatanah 7.5.1.2.2.1) 6.416.283.204,00 994.839.115,00 15,50 228.080.000,00
2.2.2 |Belanja peralatan dan mesin 7.5.1.2.2.2) 42.791.731.754,00 39.826.077.526,00 93,07 55.685.195.183,00
2.2.3  |Belanja gedung dan bangunan 7.5.1.2.2.3) 68.527.121.372,00 63.060.135.647,33 92,02 88.506.594.506,42
2.2.4 |Belanjajalan, irigasi dan jaringan 7.5.1.2.2.4) 45.989.192.144,00 43.580.037.497,00 94,76 41.930.206.113,00
2.2.5 |Belanja aset tetap lainnya 7.5.1.2.2.5) 2.327.608.206,00 1.954.288.040,00 83,96 5.634.208.496,00
2.2.6 |Belanja aset lainnya 7.5.1.2.2.6) 3.000.000,00 2.970.000,00 99,00 99.979.000,00
Jumlah Belanja Modal 166.054.936.680,00 149.418.347.825,33 | __ 89,98 192.084.263.298,42
2.3 Belanja Tak Terduga 7.5.1.2.3)
2.3.1 [Belanja Tak Terduga 7.5.1.2.3) 10.189.062.247,00 5.674.118.343,00 55,69 68.340.725.092,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 10.189.062.247,00 5.674.118.343,00 55,69 68.340.725.092,00
2.4 Belanja Transfer 7.5.1.2.4)
2.4.1 |Belanja Bagi Hasil 7.5.1.2.4.1) 15.285.366.000,00 15.285.365.800,00 100,00
242 Belanja Bantuan Keuangan Antar )
o Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Antar
2.4.3 |Daerah Kabupaten/Kota Daerah
Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Antar
2.4.4 |Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota 7.5.1.2.4.2) 93.517.892.700,00 92.996.547.466,00 99,44 -
Kepada Desa
Jumlah Belanja Transfer 108.803.258.700,00 108.281.913.266,00 99,52 -
JUMLAH BELANJA 1.225.133.748.261,68 1.117.324.585.307,31 91,20 1.261.210.776.201,24
SURPLUS/DEFISIT (147.488.793.369,68 11.333.740.510,39 7,68 (55.083.660.314,79)
3 Pembiayaan 7.5.1.3
3.1 Penerimaan Pembiayaan 7.5.1.3.1) 149.088.793.369,68 149.093.793.369,68 100,00 206.172.453.684,47
3.1.1 Penggunaan SiLPA 7.5.1.3.1) 149.088.793.369,68 149.088.793.369,68 100,00 206.170.203.684,47
3.1.2 |Pencairan Dana Cadangan - - - -
313 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang ) ) ) )
o Dipisahkan
3.1.4 |Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -
3.1.5 |Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 7.5.1.3.1) - 5.000.000,00 100,00 -
3.1.6 |[Penerimaan Pembiayaan Lainnya - - - -
3.1.7 |Pengembalian Pokok Dana Bergulir - 2.250.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 149.088.793.369,68 | _ 149.003.793.369,68 | 100,00 | _ 206.172.453.684,47
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 7.5.1.3.2) 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 100,00 2.000.000.000,00
3.2.1 |Pembentukan dana cadangan - - - -
3.2.2 |Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7.5.1.3.2) 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 100,00 2.000.000.000,00
3.2.3 |Pembayaran Pinjaman Daerah - - - Z
3.2.4 |Pemberian Pinjaman Daerah - - - -
3.2.5 |Pengeluaran Pembiayaan Lainnya - - - -
Jumlah 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 100,00 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto 147.488.793.369,68 147.493.793.369,68 100,00 204.172.453.684,47
isa Lebih P i A
33 [SisalebihPembiayaan Anggaran 7.5.1.4 -|  136.160.052.859,29 - 149.088.793.369,68

(SILPA)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini
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2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO URAIAN REFF CALK 2021 2020
1 2 3 5
PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 7.5.2
1 [Saldo Anggaran Lebih Awal 7.5.2.1) 149.088.793.369,68 206.170.203.684,47
, |Pengsunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun | ¢ , 5, (149.088.793.369,68) (206.170.203.684,47)
Berjalan
3 |Sub Total - -
4  |[Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 7.5.2.3) 136.160.052.859,29 149.088.013.369,68
5 |Sub Total 136.160.052.859,29 149.088.013.369,68
6 |Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 7.5.2.4) - -
8 |Lain-Lain 7.5.2.5) - 780.000,00
9 |Saldo Anggaran Lebih Akhir 7.5.2.6) 136.160.052.859,29 149.088.793.369,68

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini
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3. NERACA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
NERACA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No URAIAN REFF CALK Tahun 2021 TAHUN 2020

1 2 3 5

1 |ASET

2 |ASET LANCAR 7.5.3.1

3 [Kas dan Setara Kas 7.5.3.1.1

4 Kas di Kas Daerah 7.5.3.1.1.1) 122.218.026.235,56 123.600.348.361,17
5 Kas di Bendahara Pengeluaran 7.5.3.1.1.2) 983.581,00 55.596,00
6 Kas di Bendahara Penerimaan 7.5.3.1.1.3) - 100.000,00
7 Kas di BLUD 7.5.3.1.1.4) 12.940.786.698,47 6.130.190.418,47
8 Kas Dana BOS 7.5.3.1.1.5) 1.619.373.844,06 -
9 Kas Dana Kapitasi pada FKTP - -
10 Kas Lainnya 7.5.3.1.1.6) 4.363.160,00 3.358.098.994,04
11 Setara Kas 7.5.3.1.1.7) - 16.000.000.000,00
12 |InvestasiJangka Pendek 7.5.3.1.2 - -
13 |Piutang Pajak 7.5.3.1.3.1 63.083.751.216,98 101.494.870.380,12
14 |Penyisihan Piutang Pajak (35.854.338.761,98) (32.896.198.250,91)
15 |Piutang Pajak Netto 27.229.412.455,00 68.598.672.129,21
16 |Piutang Retribusi 7.5.3.1.3.2 392.270.333,00 432.869.243,00
17 |Penyisihan Piutang Retribusi (246.297.432,80) (244.915.047,80)
18 |Piutang Retribusi Netto 145.972.900,20 187.954.195,20
19 |Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 7.5.3.1.3.3 - 1.353.407.486,00
20 |Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - (1.155.377.612,81)
21 |Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto - 198.029.873,19
22 |Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 7.5.3.1.3.4 - 48.513.271,00
23 |Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - (2.110.863,19)
24 |Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto - 46.402.407,81
25 |Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -
26 |Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -
27 |Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto - -
28 |Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 7.5.3.1.3.5 24.555.303.202,18 -
29 |Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (15.921.193.565,87) -
30 |Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto 8.634.109.636,31 -
31 |Piutang Transfer Pemerintah Pusat 7.5.3.1.3.6 - -
32 |Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - -
33 [Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto - -
34 [Piutang Transfer Antar Daerah 7.5.3.1.3.7 19.731.542.871,00 -
35 |Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah - -
36 |Piutang Transfer Antar Daerah Netto 19.731.542.871,00 -
37 |Piutang Lainnya 7.5.3.1.3.8 1.385.324.876,00 49.446.920.652,15
38 |Penyisihan Piutang Lainnya (1.183.928.729,88) (14.728.097.556,63)
39 [Piutang Lainnya Netto 201.396.146,12 34.718.823.095,52
40 |Penyisihan Piutang 7.5.3.1.3.9 - -
41 |Beban Dibayar Dimuka 7.53.1.4 165.587.500,00 151.191.666,67
42 |Persediaan 7.5.3.1.5 27.806.798.242,99 15.377.338.182,88
43 Jumlah Aset Lancar 220.698.353.270,71 268.367.204.920,16
44

45 |Investasi Jangka Panjang 7.5.3.2

46 |Investasi Non Permanen 7.5.3.2.1

47 |Investasi kepada BUMN - -
48 |Investasi kepada BUMD - -
49 |Investasi dalam Obligasi - -
50 |Investasi dalam Proyek pembangunan - -
51 |Dana Bergulir 7.53.2.1 3.364.367.000,00 3.369.967.000,00
52 |Penyisihan Dana Bergulir 7.53.2.1 (3.364.367.000,00) (3.369.967.000,00)
53 [Jumlah Investasi Non Permanen - -
54 |Investasi Permanen 7.5.3.2.2

55 |Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7.5.3.2.2.1 96.104.697.867,00 94.427.683.548,00
56 |Investasi- Pemberian Pinjaman Daerah - -
57 |Jumlah Investasi Permanen 7.5.3.2.2.1 96.104.697.867,00 94.427.683.548,00
58 Jumlah Investasi Jangka Panjang 96.104.697.867,00 94.427.683.548,00
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No URAIAN REFF CALK Tahun 2021 TAHUN 2020

1 2 3 5

59

60 |ASET TETAP 7.5.3.3

61 |[Tanah 7.5.3.3.1) 355.655.756.211,00 392.824.023.082,00
62 |Peralatan dan Mesin 7.5.3.3.2) 544.776.914.253,00 501.997.357.528,00
63 |Gedung dan Bangunan 7.5.3.3.3) 1.154.776.066.415,00 1.119.479.111.686,00
64 |Jalan, Irigasi dan Jaringan 7.5.3.3.4) 1.613.799.500.522,00 1.554.550.989.816,00
65 |Aset Tetap Lainnya 7.5.3.3.5) 53.635.440.194,00 51.866.183.575,00
66 |Konstruksi Dalam Pengerjaan 7.5.3.3.6) 31.785.134.272,00 31.622.021.272,00
67 |Akumulasi Penyusutan 7.5.3.3.7) (1.665.222.704.151,00) (1.521.452.865.812,00)
68 Jumlah Aset Tetap 2.089.206.107.716,00 2.130.886.821.147,00
69

70 |DANA CADANGAN

71 |Dana Cadangan - -
72 Jumlah Dana Cadangan - -
73

74 |ASET LAINNYA 7534

75 |Tagihan Jangka Panjang

77 |Tagihan Penjualan Angsuran 7.5.3.4.1 539.716.145,00 701.938.025,00
78 |Tuntutan Ganti Rugi 7.5.3.4.2 - -
79 |Kemitraan dengan Pihak Ketiga 7.5.3.4.3 75.289.420,00 -
80 |Aset Tak Berwujud 7.53.4.4 6.425.835.400,00 6.282.835.400,00
81 |Aset Lain-lain 7.5.3.4.5 11.286.473.755,00 69.006.947.904,00
82 |Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 7.5.3.4.6 (4.997.669.284,00) (4.798.897.571,00)
83 |Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - -
84 Jumlah Aset Lainnya 13.329.645.436,00 71.192.823.758,00
85

86 JUMLAH ASET 2.419.338.804.289,71 2.564.874.533.373,16
87 |KEWAIJIBAN 7.5.3.5

88 |KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK 7.53.5.1

89 |Utang Perhitungan Pihak Ketiga 7.5.3.5.1.1) 619.117.500,00 -
90 |Utang Bunga - -
91 |Utang Pinjaman Jangka Pendek - -
92 |Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - -
93 |Pendapatan Diterima Dimuka 7.5.3.5.1.2) 816.080.706,56 1.527.476.395,41
94 |Utang Belanja 7.5.3.5.1.3) 4.008.765.175,43 3.368.897.812,00
95 |Utang Jangka Pendek Lainnya 7.5.3.5.1.4) 79.652.580,00 7.952.914.532,00
96 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.523.615.961,99 12.849.288.739,41
97

98 |KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 7.5.3.5.2

99 |Utang kepada Pemerintah Pusat - -
100 |Utang kepada Lembaga Keuangan BANK - -
101 |Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan BANK - -
102 |Utang kepada Masyarakat (Obligasi) - -
103 |Premium (Diskonto) Obligasi - -
104 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - -
105 JUMLAH KEWAJIBAN 5.523.615.961,99 12.849.288.739,41
106
107 [EKUITAS
108 JUMLAH EKUITAS 7.5.3.6 2.413.815.188.327,72 2.552.025.244.633,75
109 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.419.338.804.289,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

2.564.874.533.373,16

XX



4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO URAIAN REFF CALK SALDO 2021 SALDO 2020 KENAIKAN/ %
(PENURUNAN)
1 2 3 5 6 7
7 PENDAPATAN - LO 7.5.4.1
7.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 7.5.4.1.1
7.1.1 |Pendapatan Pajak Daerah - LO 7.5.4.1.1.1) 91.687.960.182,63 120.569.011.140,58 (28.881.050.957,95) (23,95)
7.1.2  |Pendapatan Retribusi Daerah - LO 7.5.4.1.1.2) 8.230.457.748,33 6.924.634.690,00 1.305.823.058,33 18,86
713 |Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 7.5.4.1.1.3) 11.687.932.218,00 10.871.381.102,00 816.551.116,00 7,51
Dipisahkan - LO
7.1.4 |Lain-lain PAD Yang Sah - LO 7.5.4.1.1.4) 44.123.918.368,55 41.979.492.619,44 2.144.425.749,11 5,11
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 155.730.268.517,51 180.344.519.552,02 (24.614.251.034,51) (13,65)
7.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 7.5.4.1.2
721 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA 7.54.1.2.1
PERIMBANGAN
7.2.1.1 |Dana Bagi Hasil 7.54.1.2.1 95.825.732.510,00 - 95.825.732.510,00 -
7.2.1.2 |Dana Alokasi Umum 7.54.1.2.1 476.841.183.000,00 - 476.841.183.000,00 -
7.2.1.3 |Dana Alokasi Khusus - Fisik 7.54.1.2.1 90.479.520.346,00 - 90.479.520.346,00 -
7.2.1.4 |Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 7.54.1.2.1 56.162.194.000,00 - 56.162.194.000,00 -
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 719.308.629.856,00 722.155.163.785,00 719.308.629.856,00 (0,39)
7.2.2 |PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA | 7.5.4.1.2.2
7.2.2.1 |Dana Insentif Daerah 7.54.1.2.2 44.420.166.000,00 - 44.420.166.000,00 -
7.2.2.2 |Dana Otonomi Khusus - - - -
7.2.2.3 |Dana Keistimewaan - - - -
7.2.2.4 |Dana Desa - - - -
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 44.420.166.000,00 48.435.489.000,00 44.420.166.000,00 (8,29)
7.2.3 |PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 7.5.4.1.2.3
7.2.3.1 |Pendapatan Bagi Hasil 7.54.1.2.3 69.620.460.903,00 - 69.620.460.903,00 -
7.2.3.2 |Bantuan Keuangan - - - -
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 69.620.460.903,00 57.202.425.095,00 69.620.460.903,00 21,71
Total Pendapatan Transfer 833.349.256.759,00 827.793.077.880,00 833.349.256.759,00 0,67
7.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 7.5.4.1.3
7.3.1 Pendapatan Hibah - LO 7.5.4.1.3.1) 39.063.385.715,00 69.429.415.687,00 (30.366.029.972,00) (43,74)
732 Ba'ntuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah R 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00)
Lainnya - LO
7.3.3 |Pendapatan Dana Darurat - LO 7.5.4.1.3.2) - - - -
7.3.4 |Pendapatan Lainnya 7.5.4.1.3.3) 40.086.631.395,00 - 40.086.631.395,00 -
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 79.150.017.110,00 69.929.415.687,00 9.220.601.423,00 13,19
JUMLAH PENDAPATAN 1.068.229.542.386,51 1.078.067.013.119,02 817.955.607.147,49 (0,91)
8 BEBAN 7.5.4.2
8.1 BEBAN OPERASI 7.5.4.2.1
8.1.1 [Beban Pegawai - LO 7.5.4.2.1.1) 476.609.153.074,00 572.331.639.534,00 (95.722.486.460) (16,73)
8.1.2 |Beban Barang dan Jasa - - - -
Beban Persediaan 7.5.4.2.1.2) 87.788.776.317,85 63.416.991.653,99 24.371.784.664 38,43
Beban Jasa 7.5.4.2.1.3) 183.530.430.162,12 105.269.802.790,25 78.260.627.372 74,34
Beban Pemeliharaan 7.5.4.2.1.4) 19.537.376.812,00 20.295.933.396,00 (758.556.584) (3,74)
Beban Perjalanan Dinas 7.5.4.2.1.5) 24.922.899.828,00 42.099.547.913,00 (17.176.648.085) (40,80)
8.1.3 |Beban Bunga-LO - - - -
8.1.4  [Beban Subsidi-LO - - - -
8.1.5 Beban Hibah-LO 7.5.4.2.1.6) 48.297.301.381,00 88.125.075.325,00 (39.827.773.944) (45,19)
8.1.6 |Beban Bantuan Sosial-LO 7.5.4.2.1.7) 3.939.600.000,00 56.523.325.108,00 (52.583.725.108) (93,03)
8.1.7 |Beban Penyisihan Piutang 7.5.4.2.1.8) 4.173.489.948,07 7.949.506.515,79 (3.776.016.568) (47,50)
8.1.8 [Beban Lain-Lain 7.5.4.2.1.9) 3.734.119.468,53 3.393.908.548,42 340.210.920 10,02
Jumlah Beban Operasi 852.533.146.991,57 959.405.730.784,45 106.872.583.792,88) (11,14)
8.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 7.5.4.2.2
8.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 7.5.4.2.2.1 50.123.805.027,00 42.675.464.014,00 7.448.341.013 17,45
8.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 7.5.4.2.2.2 32.454.466.514,00 24.386.845.473,00 8.067.621.041 33,08
8.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 7.5.4.2.2.3 73.402.803.881,00 71.768.476.934,00 1.634.326.947 2,28
8.2.4 |Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 7.5.4.2.2.4 3.166.112.177,00 3.453.940.557,00 (287.828.380) (8,33)
8.2.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya - - - -
8.2.6 |Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 7.5.4.2.2.5 198.771.713,00 260.262.514,00 (61.490.801) (23,63)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 159.345.959.312,00 142.544.989.492,00 16.800.969.820,00 11,79
8.3 BEBAN TRANSFER 7.5.4.2.3
8.3.1 [Beban Bagi Hasil 7.54.2.3 15.285.365.800,00 - 15.285.365.800 -
8.3.2  [Beban Bantuan Keuangan 7.54.2.3 52.810.386.266,00 - 52.810.386.266 -
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - 69.943.558.560,00 (69.943.558.560) (100,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - 2.000.000.000,00 (2.000.000.000) (100,00)
Jumlah Beban Transfer 68.095.752.066,00 71.943.558.560,00 (3.847.806.494,00) (5,35)
8.4 BEBAN TAK TERDUGA 7.5.4.2.4
8.4..1 [Beban Tak Terduga 7.54.2.4 5.674.118.343,00 - 5.674.118.343 -
Jumlah Beban Tak Terduga 5.674.118.343,00 - 5.674.118.343,00 -
JUMLAH BEBAN 1.085.648.976.712,57 1.173.894.278.836,45 (88.245.302.123,88) (7,52)
SURPLUR/DEFISIT DARI OPERASI (17.419.434.326,06) (95.827.265.717,43) 906.200.909.271,37 (81,82)
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NO URAIAN REFF CALK SALDO 2021 SALDO 2020 KENAIKAN/ %
(PENURUNAN)
1 2 3 5 6
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 7.5.4.2.5
7.4 SURPLUS NON OPERASIONAL
7.4.1  |Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - - - -
7.4.2  [Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - - - -
7.4.3  [Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - - - -
Jumlah Surplus Non Operasional - - - -
8.5 DEFISIT NON OPERASIONAL 7.5.4.2.6
8.5.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar 7.5.4.2.6 115.908.179.409,00 94.313.861.948,00 21.594.317.461 22,90
8.5.2 |Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - - - -
8.5.3 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - - - -
Jumlah Defisit Non Operasional 115.908.179.409,00 94.313.861.948,00 21.594.317.461,00 22,90
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (115.908.179.409,00) (94.313.861.948,00) (21.594.317.461,00) 22,90
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (133.327.613.735,06) (190.141.127.665,43) 884.606.591.810,37 (29,88)
POS LUAR BIASA
7.5 PENDAPATAN LUAR BIASA
7.5.1 Pendapatan Luar Biasa - - - -
Jumlah Pendapatan Luar Biasa - - - -
8.6 BEBAN LUAR BIASA 7.5.4.2.7
8.6.1 [Beban Luar Biasa-LO 7.5.4.2.7 - 2.959.000.570,00 (2.959.000.570,00) (100,00)
Jumlah Beban Luar Biasa - 2.959.000.570,00 (2.959.000.570,00) (100,00)
POS LUAR BIASA - (2.959.000.570,00) 2.959.000.570,00 (100,00)
SURPLUS/DEFISIT LO 7.5.4.3 (133.327.613.735,06) (193.100.128.235,43) 887.565.592.380,37 (30,95)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini
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5. LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN ARUS KAS

(dalam rupiah)

NO URAIAN REFF CALK 2021 2020
1 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 7.5.5.1
2 |Arus Masuk Kas 7.5.5.1.1
3 |Penerimaan Pajak Daerah 7.5.5.1.1.1 130.059.598.323,77 107.816.743.354,99
4 |Penerimaan Retribusi Daerah 7.5.5.1.1.2 7.601.797.691,00 7.760.966.224,00
5 |Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan 7.5.5.1.1.3 11.411.312.907,00 8.959.879.482,00
Daerah yang Dipisahkan
6 |Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 7.5.5.1.1.4 46.673.165.663,15 53.612.647.311,46
7 |Penerimaan Dana Bagi Hasil 7.5.5.1.1.5 98.171.066.468,00 193.742.270.873,00
8 |Penerimaan Dana Alokasi Umum 7.5.5.1.1.6 476.841.183.000,00 486.117.569.000,00
9 |Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik 7.5.5.1.1.7.1 90.479.520.346,00 82.333.109.139,00
10 |Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 7.55.1.1.7.2 56.162.194.000,00 59.385.951.319,00
11 |Penerimaan Dana Insentif Daerah 7.5.5.1.1.8 44.420.166.000,00 48.435.489.000,00
12 |Penerimaan Dana Otonomi Khusus - -
13 |Penerimaan Dana Keistimewaan - -
14 |Penerimaan Dana Desa - -
15 |Penerimaan Bagi Hasil Dari Provinsi 7.5.5.1.1.9 63.898.047.803,00 61.807.106.031,00
16 |Penerimaan Bantuan Keuangan 7.5.5.1.1.10 - 500.000.000,00
17 |Penerimaan Hibah 7.5.5.1.1.11 - 56.599.313.213,00
18 |Penerimaan Dana Darurat -
19 |Penerimaan dari Pendapatan Lainnya 7.55.1.1.12 40.086.631.395,00
20 |Jumlah Arus Masuk Kas 1.065.804.683.596,92 1.167.071.044.947,45
21 |Arus Keluar Kas: 7.5.5.1.2
22 |Pembayaran Pegawai 7.5.5.1.2 476.580.386.274,00 571.093.939.534,00
23 |Pembayaran Barang 7.5.5.1.2 327.869.230.370,98 257.761.202.728,82
24 |Pembayaran Bunga - -
25 |Pembayaran Subsidi - -
26 |Pembayaran Belanja Hibah 7.5.5.1.2 45.560.989.228,00 57.292.591.880,00
27 |Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 7.5.5.1.2 3.939.600.000,00 5.530.925.108,00
28 |Pembayaran Tak Terduga 7.5.5.1.2 5.674.118.343,00 68.340.725.092,00
29 Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah 75512 15.285.365.800,00 i
Kabupaten/kota
30 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Daerah i i
Provinsi
31 |Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 7.5.5.1.2 52.810.386.266,00 69.943.558.560,00
32 |Jumlah Arus Keluar Kas 927.720.076.281,98 1.029.962.942.902,82
33 |Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 138.084.607.314,94 137.108.102.044,63
34 |Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 7.5.5.2
35 |Arus Masuk Kas 7.5.5.2.1
36 |Pencairan Dana Cadangan
37 |Penjualan atas Tanah -
38 |Penjualan atas Peralatan dan Mesin - -
39 |Penjualan atas Gedung dan Bangunan - -
40 |Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
41 |Penjualan Aset Tetap - -
42 |Penjualan Aset Lainnya - -
43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
44 |Penerimaan Penjualan Investasi Non 7.5.5.2.1 5.000.000,00 2.250.000,00
Permanen
45 |Jumlah Arus Masuk Kas 5.000.000,00 2.250.000,00
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NO

URAIAN

REFF CALK

2021

2020

46

Arus Keluar Kas

7.5.5.2.2

47

Pembentukan Dana Cadangan

48

Perolehan Tanah

7.5.5.2.2

994.839.115,00

228.080.000,00

49

Perolehan Peralatan dan Mesin

7.5.5.2.2

39.826.077.526,00

55.793.587.959,00

50

Perolehan Gedung dan Bangunan

7.5.5.2.2

63.060.135.647,33

88.506.594.506,42

51

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

7.5.5.2.2

43.580.037.497,00

41.930.206.113,00

52

Perolehan Aset Tetap Lainnya

7.5.5.2.2

1.954.288.040,00

5.634.208.496,00

53

Perolehan Aset Lainnya

7.5.5.2.2

2.970.000,00

99.979.000,00

54

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

7.5.5.2.2

1.600.000.000,00

2.000.000.000,00

55

Pengeluaran Pembelian Investasi Non
Permanen

56

Jumlah Arus Keluar Kas

151.018.347.825,33

194.192.656.074,42

57

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(151.013.347.825,33)

(194.190.406.074,42)

58

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

7.5.5.3

59

Arus Masuk Kas

60

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah
Pusat

61

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah
Daerah Lainnya

62

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga
Keuangan Bank

63

Penerimaan Pinjaman Daerahi - Lembaga
Keuangan Bukan Bank

64

Penerimaan Pinjaman Daerah - masyarakat
(Obligasi Daerah)

65

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

66

Jumlah Arus Masuk Kas

67

Arus Keluar Kas :

68

Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat

69

Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah
Daerah Lain

70

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga
Keuangan Bank

71

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga
Keuangan Bukan Bank

72

Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat
(Obligasi daerah)

73

Pemberian Pinjaman Daerah

74

Jumlah Arus Keluar Kas

75

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

76

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

7.5.5.4

77

Arus Masuk Kas

7.5.54.1

78

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

7.5.54.1

62.989.317.921,80

62.309.991.419,00

79

Jumlah Arus Masuk Kas

62.989.317.921,80

62.309.991.419,00

80

Arus Keluar Kas

7.5.5.4.2

81

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

7.5.5.4.2

62.370.200.422,00

62.309.991.869,00

82

Jumlah Arus Keluar Kas

62.370.200.422,00

62.309.991.869,00

83

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

619.117.499,80

(450,00)

84

Kenaikan/penurunan Kas

(12.309.623.010,59)

(57.082.304.479,79)

85

Saldo Awal Kas

7.5.5.5

149.088.793.369,68

206.170.204.134,47

86

Saldo Akhir Kas

7.5.5.5

136.779.170.359,09

149.088.793.369,68

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini
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6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

REFF

NO URAIAN 2021 2020
CALK

1 2 4 6

1 PERUBAHAN EKUITAS 7.5.6

2 EKUITAS AWAL 7.5.6.1) 2.552.025.244.633,75 2.709.676.257.111,53

3 SURPLUS/DEFISIT-LO 7.5.6.2) (133.327.613.735506! !193.100.128.235=43!

4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 7.5.6.3)

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Koreksi Nilai Persediaan - (693.628.522,00)
Selisih Revaluasi Tanah - 38.700.029.551,00
Selisih Revaluasi Gedung dan Bangunan 4.764.714.860,00
Selisih Revaluasi Ekstrakompatabel (197.921.546,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (6.642.952.341,00)
Koreksi Piutang Pajak (90.080.890,60)
Koreksi Piutang Lainnya (160.751.596,12)
Koreksi Bagian Lancar TPTGR (6.645.175,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya (709.458.329,64)
Koreksi atas Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya 485.809.747,00
Lain - lain (4.882.442.570,97) -

5 EKUITAS AKHIR 7.5.6.4) 2.413.815.188.327,72 2.552.025.244.633,75

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini
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PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

RS =T

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN
7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Peemrintah Daerah
1) Maksud

Maksud Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 disajikan
dalam rangka pertanggung jawaban pengelola keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan.

2) Tujuan

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021
adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapat
informasi seluas-luasnya tentang keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Landasan hukum penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun
2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

4. Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

6. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

9. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan 1



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP)
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan UmumPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 4);

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan 2



RS =T

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7.1.3

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran

27.

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bintan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan tahun anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 76);

28. Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi

(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 79);

29. Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan tahun anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 43).

Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah sebagai
berikut.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4

PENDAHULUAN
7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN
TARGET PERDAAPBD

7.2.1 Ekonomi Makro

7.2.2 Kebijakan Keuangan

7.2.3 Indikator Pencapaian target kinerja APBD
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1 lkhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah
Daerah

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah
Ditetapkan

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI KEUANGAN

7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
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7.4.3

7.4.4

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah.

7.5.PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Neraca

Laporan Operasional

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas

7.6.PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6
7.6.7
7.6.8

Kondisi Geografis dan Perangkat Daerah

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Pembinaan Batas Wilayah

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Pengelolaan Kawasan Khusus

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Desa

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

7.7.PENUTUP
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7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bintan Tahun 2021 memperhatikan gambaran ekonomi Kabupaten Bintan Tahun
2020 dan tahun-tahun sebelumnya.

7.2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bintan

Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Bintan ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi
ekonomi global dan nasional dimana pada tahun 2021 perekonomian dirasakan kurang baik
dikarenakan penyebabnya, tak lain akibat dampak pandemi corona virus disease 2019
(Covid-19). Kondisi perekonomian Kabupaten Bintan pada tahun 2021 masih mengalami
hambatan pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada triwulan 1 2021 tercatat masih tumbuh di zona negatif. Dalam laporan Badan
Pusat Statistik (BPS), tercatat perekonomian Indonesia di tiga bulan pertama tahun ini
tumbuh -0,74% secara tahunan (year on year/yoy)

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat
Rp3.969,1 triliun. sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat Rp2.683,1 triliun.
Dengan begitu, ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2021 masih mengalami kontraksi 0,74%
yoy, dan secara kuartalan turun 0,96% q to g (quarter to quarter). Kendati tumbuh di zona
negatif, ekonomi Indonesia konsisten menunjukkan pemulihan ekonomi. Hal tersebut dapat
dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional sejak mengalami penurunan
terdalam di triwulan 11 2020. Pada triwulan Il 2020 ekonomi Indonesia tercatat tumbuh -
5,32% (yoy), naik perlahan di triwulan Il1 2020 (yoy) menjadi -3,49%, dan di triwulan IV
2020 menjadi -2,19%. “Ini menunjukkan tanda pemulihan ekonomi akan semakin nyata dan
tentu kita berharap ke depan pemulihan ekonomi terjadi di akhir Tahun 2021 betul-betul bisa
terwujud. Berdasarkan catatan BPS, ada enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
positif pada triwulan | 2021, yakni, informasi dan komunikasi (8,72%), pengadaan air
(5,49%), jasa kesehatan (3,64%), pertanian (2,95%), pengadaan listrik dan gas (1,68%) dan
real estate (0,94%). Sedangkan 11 lapangan usaha tercatat masih mengalami pertumbuhan
negatif, yakni, konstruksi (-0,79%), perdagangan (-1,23%), industri (-1,38%), jasa
pendidikan (-1,61%), pertambangan (-2,02%), administrasi pemerintahan (-2,94%), jasa
keuangan (-2,99%), jasa lainnya (-5,15%), jasa perusahaan (-6,10%), akomodasi dan makan
minum (-7,26%), dan transportasi dan pergudangan (-13,12%).

Pemerintah menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya
pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2021 dilakukan refocusing dan realokasi
untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu: (1) penanganan kesehatan, (2) perluasan jaring
pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan (3) menjaga daya
tahan dunia wusaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan
mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan
ekonomi global dan nasional di tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator
ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2022 adalah sebagai
berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,2 — 5,8 persen;

2. inflasi 2,0-4,0 persen;

3. tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,62 - 7,27 persen;

4. nilai tukar Rupiah Rp13.900-Rp15.000/US$;
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5. harga minyak mentah Indonesia US$55-65/barel;
6. lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu
barel setara minyak per hari.

Sedangkan Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target
pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal
pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian
yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan
ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari
Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan
pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan -efektivitas
pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing
perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim
investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan
peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami
peningkatan

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2022 meliputi kerangka
ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka
ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten
Bintan baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi
pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian
global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka
pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan
fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari
sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2022.
Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara
efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa
yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2022 diharapkan akan mampu
menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal
pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu
strategis. Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah
perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus
mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bias membuka lapangan kerja
dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu
menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk
perhitungannya ke sector-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara
lain inflasi, tingkat kemiskinan kinerja investasi, nilai tukar dan kinerja ekspor.

Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan
sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan
lainnya).

Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan
berdasarkan sektor (dan subsektor). Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat
inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan
harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat
memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah

Besarnya sumbangan sektor ekonomi dalam PDRB Kab. Bintan Tahun 2016 — 2020 adalah
sebagai berikut :
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Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Kategori Uraian 2017 2018* 2019** 2020**
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1 052,65 1147,53 1231,34 1314,96 1430,74
B Pertambangan dan Penggalian 1833,19 | 1583,20 | 1313,72 | 1240,97 990,87
c Industri Pengolahan 651520 | 7059,79 | 765743 | 8331,30 | 837923
D Pengadaan Listrik dan Gas 21,82 23,60 24,00 25,05 26,09
F Konstruksi 285320 | 3342,69 | 406702 | 465221 | 466507
G ::;:;g:::z::;:rlv':::'ofcera"; Reparasi 147954 | 162063 | 179818 | 196703 | 193871
H Transportasi dan Pergudangan 378,72 409,41 445,20 486,04 447,06
| ::i::'l?:iaan Akomodasi dan Makan 863,35 1026,66 1164,87 1244,81 763,40
) Informasi dan Komunikasi 193,80 208,69 226,17 245,97 249,69
K Jasa Keuangan dan Asuransi 268,59 306,57 321,86 340,63 339,69
L Real Estat 184,52 201,28 216,51 229,93 238,72
M,N | Jasa Perusahaan 0,15 0,16 0,16 0,17 0,16
o ::;T;::T:\:\sr: :s::;r‘i:,;??ba"' Pertahanan 436,27 485,56 536,71 582,19 616,28
P Jasa Pendidikan 320,52 348,07 368,22 389,73 396,43
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 155,25 167,76 181,28 202,19 217,16
R,S,T,U | Jasa Lainnya 30,22 31,56 33,64 35,57 31,68

17982,66 19597,84 21301,05 | 20.743,70

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Tabel 7.2.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 758,67 818,85 838,95 865,85 914,27

B Pertambangan dan Penggalian 1537,93 1314,58 1068,11 985,67 776,48

C Industri Pengolahan 4868,47 5106,84 5356,75 5590,14 5 488,02

D Pengadaan Listrik dan Gas 18,70 20,00 19,91 20,30 20,88
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,

E Limbah, dan Daur Ulang 7,59 8,22 8,71 8,41 8,63

F Konstruksi 2089,85 2391,23 2777,20 3037,00 3 044,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

G Mobil dan Sepeda Motor 1194,54 1265,83 1332,79 1405,95 1345,12

H Transportasi dan Pergudangan 282,51 299,71 316,71 335,45 303,82

| Penyediaan Akomodasi dan Makan 620,93 695,30 779,86 824,89 530,58
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Minum
J Informasi dan Komunikasi 183,77 194,77 205,39 214,18 221,12
K Jasa Keuangan dan Asuransi 222,18 239,76 248,36 261,27 258,92
L Real Estat 147,75 158,66 167,18 175,55 180,65
M,N Jasa Perusahaan 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,
[0} dan Jaminan Sosial Wajib 298,55 321,08 342,13 367,23 379,11
P Jasa Pendidikan 243,28 255,05 261,89 273,20 268,71
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 121,81 129,93 137,20 145,73 153,88
R,S,T,U | Jasa Lainnya 23,45 24,13 25,23 26,13 22,64

PRODUK DOMESTIK BRUTO 12.620,12 13.244,04 13.886,11 14.540,09 13.917,79

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan mengalami perlambatan dalam waktu 5 tahun
terakhir. Sejak tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan mengalami
perlambatan. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional
yang mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2020 turun -
4,28%, hal ini karena adanya pandemi Covid-19. Sektor yang mengalami penurunan paling
tajam adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu -35,68%, selanjutnya
yaitu sektor pertambangan dan penggalian turun -21,22

Pada tahun 2016-2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan rata-rata mengalami
fluktasi. Hal ini telah diprediksi dari sektor yang sangat mempengarahui PDRB secara total
yaitu sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang negatif. Dimana
pada tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang peraturan pertambangan
dan penggalian. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB
Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa
dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang
diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu
yang dipilih yaitu tahun 2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2021
mengalami percepatan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 7.2.3 Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun

2016-2020
Kategori 2016 2017 2018* 2019**  2020**

-1 2 -4 5 6 7 7

A Perfcaman, Kehutanan, dan 33 7,03 2.5 321 560
Perikanan

B Pertambangan dan Penggalian -8,77 -14,52 -18,75 7,72 | -21,22

c Industri Pengolahan 6,05 4,9 4,89 4,36 -1,83

D Pengadaan Listrik dan Gas 14,77 6,93 -0,43 1,96 2,86
Pengadaan Air, Pengelolaan

E Sampah, Limbah dan Daur 0,24 8,23 1,11 1,36 2,53
Ulang

F Konstruksi 12,5 14,42 16,14 9,46 0,16
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Perdagangan Besar dan Eceran;
G Reparasi Mobil dan Sepeda 8,45 5,97 5,29 5,49 -4,33
Motor
H Transportasi dan Pergudangan 6,56 6,09 5,67 5,92 -9,43
| Penyed1aa}n Akomodasi dan 391 11,98 12,16 577 | -3s68
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 5,24 5,99 5,45 4,28 3,24
K Jasa Keuangan dan Asuransi 8,56 7,91 3,59 52 -0,90
L Real Estate 8,18 7,38 5,37 5,01 2,90
M,N Jasa Perusahaan 4,64 3,75 1,22 1,82 [ -11,03
Administrasi Pemerintahan,
(o] Pertahanan dan Jaminan Sosial 7,76 7,55 6,56 7,34 3,23
Wajib
P Jasa Pendidikan 7,3 4,84 2,68 4,32 -1,64
Kesehatan dan Kegi
Q Jasg esehatan dan Kegiatan 6,53 6,66 5,59 6,22 5,59
Sosial
RSTU | Jasa lainnya 3,24 2,89 4,57 3,56 | -13,37

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,05

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

7.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM mencerminkan
capaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM
direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, dimensi kesehatan diwakili oleh indikator
Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan diwakili oleh indikator Harapan
Lama Sekolah/ Expected Years of Schooling (EYS), dan Rata-rata Lama Sekolah/
Mean Years of Schooling (MYS). Sementara itu, dimensi standar hidup diwakili oleh
pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Dalam
kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bintan mengalami tren yang
meningkat. IPM Kabupaten Bintan di tahun 2020 adalah sebesar 74,13. Besaran IPM
Kabupaten Bintan adalah yang tertinggi ketiga bila dibandingkan dengan
kabupaten/kota lainnya se-Provinsi Kepulauan Riau. Seiring dengan meningkatnya
angka IPM, beberapa indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan
kenaikan. AHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup
sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup
saat lahir di Kabupaten Bintan cukup tinggi yaitu sebesar 70,02 tahun, dan pada
tahun 2020 telah mencapai 70,38 tahun. Sementara itu, indikator pengeluaran per
kapita disesuaikan di Kabupaten Bintan pada 2020 mencapai 14,48 juta per tahun
mengalami penurunan dibandingkan 2019 yang mencapai 14,73 juta per tahun.

Tabel 7.2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bintan Tahun 2016 — 2021
No Tahun Indeks Pembangunan
Manusia
2016 72,38
2 2017 72,01
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3 2018 73,41
4 2019 73,98
5 2020 74,13
6. 2021 74,57

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Grafik 1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Bintan Tahun 2016 — 2021
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7.2.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 disusun berdasarkan pada tema pembangunan
Kabupaten Bintan tahun 2021, dan tantangan dan prospek ekonomi daerah, serta
memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kepuauan Riau maka
kebijakan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat
perekonomian pasca pandemi Covid, peningkatan jaminan perlindungan pada masyarakat
dan peningkatan pelayanan publik menuju New Normal, dengan fokus pada Peningkatan
pertumbuhan ekonomi melalui:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran
pajak dan retribusi.

2. Mengoptimalkan realisasi APBD khususnya untuk belanja modal serta
melaksanakan dan memonitor perkembangan proyek pembangunan infrastruktur agar
dapat berjalan dengan baik sebagai pendorong perekonomian untuk mendukung
perkembangan investasi swasta dan kinerja ekspor Kepri.

3. Menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui percepatan reformasi
struktural terutama terkait dengan aspek kemudahan perizinan serta stabilitas
keamanan di Kabupaten bintan.

4. Penguatan Kkerja sama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan untuk
menyediakan pelatihan di lokasi produksi (teaching factory) disertai perbaikan fasilitas
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pembelajaran  dan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan
kebutuhan pengembangan industri prioritas nasional serta kebutuhan pasar tenaga kerja.

5. Peningkatan kinerja UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian local.

6. Penyusunan teknologi dan inovasi dalam rangka pengembangan produk unggulan
daerah.

7. Memaksimalkan potensi kemaritiman dalam rangka meningkatkan pendapatan,
pengembangan pariwisata di era new normal pandemi COVID-19.

8. Mendorong percepatan realisasi dari investasiinvestasi baik PMA maupun PMDN yang
telah didaftarkan agar dapat mendorong kinerja investasi Kepri serta membuka
lapangan kerja baru.

9. Pengembangan bidang pendidikan menuju SDM yang unggul juga menjadi modal dasar
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan akan mengalami pelambatan di tahun 2021 karena
pandemic COVID 19. Berdasarkan arahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2021 maka
pertumbuhan ekonomi akan ditargetkan sebesar 3,9-5,1. Sehingga pengendalian Inflasi agar
tetap terjaga melalui :

Keterjangkauan Harga

a. Penyelenggaraan kegiatan pasar murah;

b. Pelaksanaan kegiatan sidak pasar;

¢. Mendorong perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);

d. Pembuatan mapping produksi komoditas bahan pangan secara berkala bersama
kelompok tani agar jumlah produksi dapat terukur sehingga pasokan bahan pangan
dari daerah lain tidak melebihi permintaan.

2. Ketersediaan Pasokan

a. Mendorong Pemerintah untuk membuka potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD)
baru dengan daerah pemasok pangan;

b. Mendorong pembentukan lumbung pangan bekerja sama denganmasyarakat dan
lembaga masyarakat;

c. Melakukan pemantauan pasokan bahan makanan secara berkala bekerjasama dengan
Satgas Pangan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan serta menghindari
penimbunan;

d. Mendorong Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kklaster- klaster pertanian bahan
pangan lokal untuk menekan inflasi dari kelompok bahan makanan;

e. Peningkatan pemanfaatan pekarangan dalam penyediaan bahan pangan;

f. Penguatan peran UMKM khususnya yang bergerak pada usaha berbasis komoditas
ketahanan pangan dari sisi kelembagaan, peningkatan akses, maupun penambahan
waktu monitoring pengembangan;

g. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penyediaan tenaga penyuluh
dan pendamping untuk meningkatkan skill dan kapasitas petani dan nelayan.

3. Kelancaran Distribusi

a. Meningkatkan peran pasa dalam menjamin kelancaran distribusi barang dengan
menggunakan standar COVID;

b. Mendorong penambahan kapasitas gudang penyimpanan bahan pangan.

7.2.1.4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang
timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan
mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar
yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Meningkatkan
pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang
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disertai dengan pengurangan jumlah masyarakat miskin dengan cara seperti meningkatkan
mutu pendidikan dan juga perbaikan derajat kesehatan, sehingga pada akhirnya akan dapat
membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan PDRB dan
pendapatan per kapita menjadi salah satu ukuran dalam pencapaian tingkat kemakmuran
masyarakat disuatu wilayah jika data tersebut disajikan secara berkala.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,71%,
relatif melambat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,05% . Sektor pengadaan listrik
dan gas merupakan sektor yang mengalami penurunan tajam dari 14,77% di tahun 2016
menjadi 1,96% di tahun 2019. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap perlambatan
perekonomian diperkirakan semakin kuat pada triwulan 11 2020 diprediksikan masih sama
sampai tahun 2021, target akhir RPJMD ini berdasarkan kondisi pandemi COVID-19 akan
mengalami kendalam pencapaiannya. Dampak Pandemi COVID-19 akan berpengaruh pada
sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan melambat tidak sebagaimana target RPIMD.
Pembangunan pariwisata sebagai sumber utama PAD dan PDRB Kabupaten Bintan juga
mengalami dampak dari Pandemi COVID 19. Sebagaimana kondisi nasional dan Provinsi
Kepulauan Riau target pertumbuhan ekonomi akan melambat di kisaran 3% -5% .

Nilai PDRB ADHB maupun ADHK Kabupaten Bintan mengalami penurunan dibandingkan
tahun sebelumnya. PDRB ADHB Kabupaten Bintan pada tahun 2020 mencapai 20.743,70
miliar rupiah. Sementara itu, PDRB ADHK sebesar 13.917,0 miliar rupiah. Tingkat
kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat
pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per
kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, penurunan
pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin
menurun. Jika PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah
tersebut, akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas
dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per
kapita penduduk di suatu wilayah. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita maka laju
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah harus lebih besar dari laju pertumbuhan penduduknya.
Pada tahun 2020, PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Bintan mencapai
86,49 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar -5,18 persen. PDRB per kapita atas dasar
harga berlaku pada 2020 mencapai 128,91 juta rupiah menurun dibandingkan dengan tahun
2019 yang mencapai 133,63 juta rupiah.

Tabel 7.2.5
Perkembangan Pendapatan Regional PDRB Perkapita
Kabupaten Bintan TA 2016-2020

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
-1 -2 -3 -4 -5 -6
Nilai PDRB (Miliar Rp)
- ADHB 16.596 17.982 19.597 21.301 20.744
- ADHK 12.620 13.244 13.886 14.540 13918
PDRB perkapita (Ribu Rp)
- ADHB 107.361 115.042 114.938 133,64 128,91
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- ADHK 81639 |  sazar|  syou 9122 86,49
Pertumbuhan 3,99 3,78 3,78 3,74 5,18
PDRB perkapita

(])‘rl;‘lah penduduk (000 154,58 156,31 157,92 | 159,403 | 168,921
Pertumbuhan 102 112 1,03 471 428

Sumber : BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2021

7.2.1.5 Perkembangan PDRB Pengeluaran

Menurut kaidah ekonomi, pengukuran tingkat kesejahteraan dapat digambarkan
dengan besarnya pendapatan seseorang. Namun demikian, kesulitan untuk mengukur
pendapatan membuat tingkat kesejahteraan secara moneter seringkali didekati dengan
besarnya pengeluaran seseorang. Pengeluaran per kapita penduduk merupakan proksi dari
pendapatan per kapita yang selanjutnya dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan
penduduk. Data pengeluaran per kapita penduduk diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) yang dikelompokkan menjadi pengeluaran makanan dan pengeluaran
non makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk
konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian,
pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam
rumah tangga tersebut.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Bintan pada tahun
2020 adalah sebesar Rp1.231.160 dengan pengeluaran untuk makanan sebesar Rp 597.333
dan pengeluaran untuk bukan makanan sebesar Rp 633.827. Jika dibandingkan dengan tahun
2019, pengeluaran per kapita per bulan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar
4,73 persen. Pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan sebesar 2,74 persen, dan
pengeluaran bukan makanan juga mengalami peningkatan hingga 6,68 persen. Pola
konsumsi masyarakat yang Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
cenderung melambat, perekonomian Kabupaten Bintan periode 2018 - 2020 dapat tetap
tumbuh di atas 4 persen, yakni sebesar 5,16 persen; 5,05 persen; 4,94 persen; 4,85 persen;
dan 4,71 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi
(supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi permintaan akhir,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan didominasi pertumbuhan komponen Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB), yang menyumbang hampir separuh total PDRB.

Tabel 7.2.6
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bintan Tahun 2018-2020

Komponen Pengeluaran 2018 2019 2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 6695149.31 7067952.06 7107642.07
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 16815.87 18039.48 17904.24
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1046841.81 1146882.02 1046624.28
Pembentukan Modal Tetap Bruto 6892300.88 7417039.40 7321699.78
Perubahan Inventori 19053.38 50586.37 10011.33
Net Ekspor Barang dan Jasa -784073.76 -1155424.92 | -1586083.93
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| Produk Domestik Regional Bruto | 13886087.50 | 14540074.42 | 13917797.76
Sumber : BPS Kab. Bintan, Tahun 2021

Grafik 2
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bintan Tahun 2018-2020
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7.2.1.6 Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan RPJMD sangat penting dilakukan agar dapat menjadi masukan bagi
perencanaan tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan telah disahkan menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025, sehingga menjadikan
setiap priode Pemerintahan Daerah telah tersusun dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang yang dapat dijadikan acuan dan terlegitimasi.

Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap
tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penjabaran program RPJMD ke dalam
RKPD Kabupaten Bintan dalam dua tahun terakhir juga sudah terakomodasi secara optimal.
Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplemetasikan lebih lanjut
di dalam RKPD.

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan
program Bupati Bintan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa
jabatan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-
2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan
RPJM Provinsi Kepulauan Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
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pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif yang
dibiayai oleh APBD dan sumber dana lainnya yang dapat diperoleh dari APBD Provinsi,
APBN maupun sektor swasta. RPJMD tetap memperhatikan sumber daya dan potensi
yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang
berkembang.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD pada tabel di atas merupakan evaluasi RPJMD pada tiga tahun
pertama periode RPJMD tahun 2010-2015 dan tahun kedua periode RPJMD tahun 2016-
2021 . Sebagian besar indikator kinerja pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sudah
mencapai target yang ditetapkan dalam RPJIMD Kabupaten Bintan. Kondisi tersebut menjadi
modal dasar untuk dapat mencapai target kinerja akhir pada Tahun 2021.

Target akhir RPJIMD berdasarkan kondisi pandemi COVID-19 akan mengalami kendala
pencapaiannya. Dampak Pandemi COVID-19 akan berpengaruh pada sector ekonomi,
pertumbuhan ekonomi akan melambat tidak sebagaimana target RPJMD. Pembangunan
pariwisata sebagai sumber utama PAD dan PDRB Kabupaten Bintan juga mengalami
dampak dari Pandemi COVID 19. Sebagaimana kondisi nasional dan Provinsi Kepulauan
Riau target pertumbuhan ekonomi akan melambat di kirasaran 3%-5%.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas
dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah
yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top
down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua
sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan
dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

RKPD tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen RPJMD 2016 — 2021. Tema RKPD Tahun
2021 adalah “Peningkatan Daya Saing Dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju
Bintang Gemilang”.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung
pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang semakin memiliki daya saing dan berkeadilan dengan
fokus pembangunan sebagai berikut:

a. pemerataan kualitas pendidikan (sarana dan prasarana), meningkatkan partisipasi
masyarakat untuk bersekolah dalam rangka mewujudkan tujuan 4 dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, dan perwujudan target SPM sebagaimanan
Permendikbud Nomor 32 tahun 2018;

b. Mewujudkan pelayanan kesehatan baik primer atau Fasilitas kesehatan tingkat
pertama maupun rujukan (sarana dan prasarana), meningkatkan perilaku hidup
bersih dan sehat, promosi kesehatan dalam rangka menekan kematian baik karena
melahirkan maupun penyakit, meningkatan perbaikan gizi pada masyarakat dalam
rangka mengurangi dan mengendalikan stunting dan gizi buruk, mewujudkan tujuan
berkelanjutan sebagaimana tujuan 2 dan 3 dalam dokumen SDGs, melaksanakan
SPM Kesehatan sebagaimana Permenkes Nomor 4 tahun 2019;

c. Mengurangi kesenjangan sosial dengan prioritas pada penanganan kemiskinan dan
PMKS. Pemberian bantuan langsungg pada keluarga melalui PKH dan jaminan
perlindungan dan social sebagaimana amanat SPM dalam Permensos Nomor 9 tahun
2018 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan 2;

d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan prioritas pada penyusunan
dokumen perencanaan responsive gender, peningkatan perlindungan perempuan dan
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anak dalam tindak kekerasan, peningkatan kualitas hidup perempuan rentan. Ini
dalam rangka melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan 5;
Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dalam pembangunan, peningkatan peran
masyarakat dalam pengelolaan budaya melayu dan memajukan budaya melayu,
mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan ketrampilan sesuai
kebutuhan perusahaan dan pelaksanaan kartu pra kerja;

Peningkatan partipasi masyarakat di desa dan kelurahan dalam peningkatan daya
saing daerah. Pengembangan kelembagaan desa, kelurahan, kecamatan dan
kabupaten Bintan.

2. Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah
dengan prioritas sebagai berikut:

a.

b.

C.

d.

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan terutama pada daerah penghubung akses
pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata;

Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Ini dalam rangka mewujudkan SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tujuan 6;
Peningkatan kualitas perhubungan terutama perhubungan antar pulau, meningkatkan
keselamatan dan kenyamanan perhubungan, meningkatkan peran masyarakat dalam
perhubungan;

Peningkatan akses masyarakat pada kepemilikan rumah layak huni sebagaimana
amanat dalam SPM bidang perumahan dan permukiman.

3. Peningkatan kualitas perekonomian dengan focus pada pemulhan ekonomi pasca
COVID-19 dengan prioritas

a.

b.

C.

d.

Meningkatkan ketersedian pangan dan distribusi pangan,meningkatkan produksi
pertanian dalam arti luas melalui inovasi pembibitan dan penanaman dengan lahan
terbatas, pemanfaatan pekarangan meningkatkan kecukupan konsumsi ikan, kualitas
perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolah ikan dan system pemasaran;
Meningkatkan kualitas UMKM, baik produk maupun pemasaran, meningkatkan
inovasi produk, memudahkan akses permodalan, serta pendataan usaha mikro;
Meningkatkan kualitas industri kecil dengan pengembangan kualitas sentra sentra
industri;

Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan pelaksanaan metrology yang baik.

4. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan prioritas:

a.

b.

C.

7.2.2

peningkatan kualitas dan disiplin kepegawaian, pengawasan, persandian,
perpustakaan dan perencanaan;

Peningkatan peran kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dalam pembangunan
berkelanjutan dan pemerataan;

Peningkatan ketentraman, perlindungan masyarakat sebagaimana SPM bidang
ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

. Peningkatan kemandirian keuangan dengan peningkatan pendapatan asli daerah,

peningkatan kualitas pengelolaan asset;

Mempermudah pelayanan masyarakat dengan berbasis elektonik menuju kabupaten
pintar;

Peningkatan reformasi birokrasi dengan mewujudkan good government, dan
implementasi SPBE (Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik).

Kebijakan Keuangan

Pada tahun 2021, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang
memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan belanja daerah
juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang
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terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap
menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan
berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip
akuntubilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah yang terdiri dari Pendapatan
Daerah dan Penerimaan Pembiaayaan Daerah, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar
dari kas Daerah yang terdiri dari : Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah,
sedangkan Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah. Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan
kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian
tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan
keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan
mengefisiensikan penggunaannya.

7.2.2.1 Kebijakan Keuangan Pendapatan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan
memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam
hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan
daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada
besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan
batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai

berikut :

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah secara
intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya
penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina
Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau,
Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja di
seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);

2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya
terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak
terhadap pelayanan kepada masyarakat;

3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil terutama dalam
penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta
dalam rangka menggali potensi retribusi baru.

4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian
Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak
di Batam dan Tanjungpinang.

7.2.2.2 Kebijakan Keuangan Belanja Daerah
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang
melandasinya. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan
wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan
pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan
pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus
terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi
dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam
negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian Kinerja setiap belanja, baik dalam konteks
daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan
terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program
dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

7.2.2.3 Kebijakan Keuangan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan
bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari
sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan,
penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari
APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan
fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2021
mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya
sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung
secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir
tahun anggaran.

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2021 serta melihat

performa pendapatan daerah tahun 2016 hingga tahun 2019, diharapkan Pendapatan daerah
dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan
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kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan
Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa analisis keuangan daerah
diperlukan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD. Keuangan daerah adalah semua
hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam
mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan
daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan
terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD pada dasarnya dilakukan dengan
menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka
pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun
rencana.

Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana
dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan
daerah serta hasilnya.

7.2.3.1 Target pendapatan daerah

Proyeksi

berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, dihitung dengan
memperhatikan realisasi pajak daerah dari tahun 2016 s/d September 2020,
memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah;

pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai

2. Dana transfer dari Pemerintah pusat menggunakan asumsi anggaran 2020 pasca
penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35
tahun 2020 Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional untuk penyusunan
2021,

3. Lain lain pendapatan yang sah juga diproyeksikan sesuai realisasi 2020.

Tabel 7.2.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bintan
Tahun 2020 s.d. Tahun 2022

Jumlah
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
No. Uraian
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2022
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6

1.1 Eeag‘r’;pata” Asli 165.752.528.837,45 | 199.884.059.562,00 | 195.745.874.584,92 | 393.379.243.878,00

1.1.1 | Pajak Daerah 107.816.743.354,99 | 144.285.785.000,00 | 130.059.598.323,77 | 318.379.243.878,00

1.1.2 | Retribusi Daerah 7.761.066.224,00 8.567.875.000,00 7.601.797.691,00 10.797.207.000,00

1.1.3 Egﬁg elolaan 8.959.879.482,00 10.477.231.219,00 11.411.312.907,00 10.477.231.219,00
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Kekayaan
daerah yang
dipisahkan

Lain - Lain
Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

41.214.839.776,46

36.553.168.343,00

46.673.165.663,15

53.680.241.659,00

1.2

Dana Transfer

970.985.065.362,00

848.503.369.330,00

870.158.338.817,00

860.996.881.295,00

Pendapatan
Transfer
Pemerintah
Pusat - Dana
Perimbangan

121

Dana Bagi Hasil
Pajak dan Bagi
Hasil Bukan
Pajak

193.742.270.873,00

57.097.237.576,00

98.171.066.468,00

85.788.104,000,00

122

Dana Alokasi
Umum

486.117.569.000,00

476.841.183.000,00

476.841.183.000,00

477.093.608.000,00

123

Dana Alokasi
Khusus - Fisik

82.333.109.139,00

98.679.016.000,00

90.479.520.346,00

97.507.328.000,00

124

Dana Alokasi
Khusus - Non
Fisik

59.385.951.319,00

62.011.394.000,00

56.162.194.000,00

101.398.422.000,00

Pendapatan
Transfer
Pemerintah
Pusat - Lainnya

1.25

Dana Insentif
Daerah

47.935.489.000,00

44.420.166.000,00

44.420.166.000,00

19.885.822.000,00

126

Dana Otonomi
Khusus

0,00

0,00

0,00

0,00

127

Dana
Keistimewaan

0,00

0,00

0,00

0,00

128

Dana Desa

39.163.570.000,00

40.708.009.000,00

40.186.161.200,00

28.338.150.000,00

Pendapatan
Transfer Antar
Daerah

129

Pendapatan Bagi
Hasil

61.807.106.031,00

68.746.363.754,00

63.898.047.803,00

50.985.447.295,00

1.2.10

Bantuan
Keuangan

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Lain-Lain
Pendapatan
Daerah yang
Sah

69.389.521.687,00

29.257.526.000,00

40.086.631.395,00

0,00

131

Pendapatan
Hibah

68.889.521.687,00

0,00

0,00

132

Pendapatan
Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

133

Pendapatan
lainnya

500.000.000,00

29.257.526.000,00

40.086.631.395,00

0,00

Total Pendapatan Daerah

1.206.127.115.886,45

1.077.644.954.892,00

1.105.990.844.796,92

1.254.376.125.173,00

7.2.3.2 Target Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas
utama dilakukan untuk memperolen gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran
pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5
tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan tahun 2021 dan sebagaimana PP No 12
tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Belanja digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja
operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan belanja
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bantuan social. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal
peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi
dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran
anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun
sebelumnya;

2) Pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan;

3) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan;

4) Penyediaan anggaran anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan
antara lain : peningkatan kualitas SDM dibidang perekonomian potensial di Kabupaten
Bintan;

5) Fungsi Pendidikan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Sekurang-kurangnya 20% dari
APBD;

6) Anggaran Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja Daerah diluar Gaji;

7) Anggaran Infrastruktur yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Sebesar 25%;

8) Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Sekurang-kurangnya 0,34% Untuk Pemerintah
Provinsi Dan 0,16% Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Total Belanja Daerah.

Rencana Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada kebijakan
pendapatan daerah 2021, sebagaimana pada tabel proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021
sebagai berikut :

Tabel 7.2.8 Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 s.d Tahun 2022

Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
No Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2022
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 | Belanja pegawai 571.093.939.534,00 505.700.609.688,68 476.609.153.074,00 |  531.446.937.391,00
2.1.2 | Belanja barang 257.761.202.728,82 381.489.167.191,00 327.840.463.570,98 |  393.003.590.688,00
2.1.3 | Belanja bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 | Belanja subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5 | Belanja hibah 57.292.591.880,00 48.816.713.755,00 45.560.989.228,00 55.528.599.329,00
2.1.6 | Belanja bantuan social 5.530.925.108,00 4.080.000.000,00 3.939.600.000,00 6.528.000.000,00
5 17 | Belanja bantuan 109.107.128.560,00 0,00 0,00

keuangan

2.2 Belanja Modal

2.2.1 | Belanja tanah 228.080.000,00 6.416.283.204,00 994.839.115,00 7.805.000.000,00
2.2.2 | Belania peralatan dan 55.685.195.183,00 42.791.731.754,00 30.826.077.526,00 |  49.649.411.461,00
223 E:%'Hﬁ agr?dung dan 88.506.594.506,42 68.527.121.372,00 63.060.135.647,33 84.509.120.931,00
224 jBafi'ﬁg; jalan, irigasi dan 41.930.206.113,00 45.989.192.144,00 43.580.037.497,00 38.505.120.157,00
2905 F?'a”ia aset tetap 5.634.208.496,00 2.327.608.206,00 1.954.288.040,00 1.422.043.003,00

ainnya

2.2.6 | Belanja aset lainnya 99.979.000,00 3.000.000,00 2.970.000,00 0,00
2.3 Belanja Tak Terduga

2.3.1 | Belanja Tak Terduga 68.340.725.092,00 10.189.062.247,00 5.674.118.343,00 10.708.506.359,00
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Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
No Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2022
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

2.4 Belanja Transfer

2.4.1 | Belanja Bantuan
Keuangan Antar Daerah 0,00 15.285.366.000,00 15.285.366.000,00 0,00
Kabupaten/kota

2.4.2 Belanja Bantuan
Keuangan Antar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/kota Daerah
Provinsi

2.4.3 Belanja Bantuan
Keuangan Antar Daerah
Provinsi atau 0,00 93.517.892.700,00 92.996.547.466,00 117.547.499.200,00

Kabupaten/kota Kepada
Desa

Total Belanja

1.261.210.776.201,24

1.225.133.748.261,68

1.117.324.585.307,31

1.298.285.014.519,00

7.2.3.3 Target Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah,
penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana
cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana
cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau
pemberian pinjaman daerah.

Rencana Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada
kebijakan Pembiayaan daerah 2021, sebagaimana pada tabel proyeksi pembiayaan Daerah
Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,
mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan
pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang
daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2021 adalah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun
berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan
melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Penggunan
SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran
pembiayaan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup :
pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan 22



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran
pembiayaan Tahun 2021 adalah:

1) Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD)
yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk
penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD dilakukan secara
bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

2) Pengembalian pinjaman daerah yang telah diberikan dalam bentuk dana bergulir
kepada masyarakat Kabupaten Bintan.

Berdasarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan, realisasi pengeluaran
pembiayaan, dan proyeksi, arah kebijakan pembiayaan daerah selanjutnya dituangkan
dalam tabel berikut.

Tabel 7.2.9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Jumlah
No Uraian Anggaran Realisasi Anggaran
Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun 2022
3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN
31| S92 IuLmenk;/ig (S'?f;m;“”ga” Anggaran  Tahun 49 0gg8 793,369,69 149.088.793.369,68  43.908.889.346,00
3.1.2.| Pencairan Dana Cadangan
3.1.3. I—[a;il Penjualan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
3.1.4.| Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5.| Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 0,00 5.000.000,00 0,00
3.1.6.| Penerimaan Piutang Daerah
3.1.7.| Pengembalian Pokok Dana Bergulir
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 149.088.793.369,68 149.093.793.369,68 43.908.889.346,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.2.1.| Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2.| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00
3.2.3.| Pembayaran Pokok Utang
3.2.4.| Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.5.| Pemberian Pinjaman Dana Bergulir
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 147.488.793.369,68 147.493.793.369,68 43.908.889.346,00
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7.3.
7.3.1

7.3.1.1 Realisasi Pendapatan

pendapatan daerah:

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja

Tabel 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2021

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk

No Uraian Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 4 5 6
1.1 Pendapatan Asli Daerah 199.884.059.562,00 195.745.874.584,92 97,93
1.1.1 Pajak Daerah 144.285.785.000,00 130.059.598.323,77 90,14
1.1.2 | Retribusi Daerah 8.567.875.000,00 7.601.797.691,00 88,72
113 ('ji?)issighﬁsr?ge'o'aa” Kekayaan daerah yang | 14 477 531 219,00 11.411.312.907,00 | 108,92
1.1.4 | Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 36.553.168.343,00 46.673.165.663,15 | 127,69
1.2 Dana Transfer 848.503.369.330,00 870.158.338.817,00 | 102,55
gzﬂgag’::ﬁ:b;'nzn;;er Pemerintah Pusat - 694.628.830.576,00 |  721.653.963.814,00 | 103,89
1.2.1 | Dana Bagi Hasil 57.097.237.576,00 98.171.066.468,00 | 171,94
1.2.2 | Dana Alokasi Umum 476.841.183.000,00 476.841.183.000,00 | 100,00
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus — Fisik 98.679.016.000,00 90.479.520.346,00 91,69
1.2.4 | Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 62.011.394.000,00 56.162.194.000,00 90,57
Ezirr\]c:]?/paatan Transfer Pemerintah Pusat — | gg 155 175 000,00 84.606.327.200,00 | 99,39
1.2.5 | Dana Insentif Daerah 44.420.166.000,00 44.420.166.000,00 | 100,00
1.2.6 | Dana Otonomi Khusus - ) -
1.2.7 | Dana Keistimewaan - ) -
1.2.8 | Dana Desa 40.708.009.000,00 40.186.161.200,00 98,72
Pendapatan Transfer Antar Daerah 68.746.363.754,00 63.898.047.803,00 92,95
1.2.9 | Pendapatan Bagi Hasil 68.746.363.754,00 63.898.047.803,00 92,95
1.2.10 | Bantuan Keuangan - - -
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 29.257.526.000,00 40.086.631.395,00 | 137,01
1.3.1 | Pendapatan Hibah - ) -
1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat - ) -
1.3.3 | Pendapatan lainnya 29.257.526.000,00 40.086.631.395,00 | 137,01
Total Pendapatan Daerah 1.077.644.954.892,00 | 1.105.990.844.796,92 | 102,63
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Realisasi Pendapatan Tahun 2021 secara keseluruhan sebesar Rp 1.105.990.844.796,92 atau
102,63% dari target sebesar Rpl1.077.644.954.892,00. Realisasi Pendapatan merupakan
gabungan dari realisasi pajak daerah sebesar Rp130.059.598.323,77atau 90,14%, realisasi
retribusi daerah sebesar Rp7.601.797.691,00 atau 88,72% dari target, realisasi hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp11.411.312.907,00 atau 108,92%
dari target dan Realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp46.673.165.663,15 atau 127,69%
dari target. Dan selebihnya merupakan pendapatan transfer.

7.3.1.2 Realisasi Belanja

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar realisasi target kinerja belanja Pemerintah
Kabupaten Bintan Tahun 2021.

Tabel 7.3.2 khtisar Realisasi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2021

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
2.1 | Belanja Operasi 940.086.490.634,68 853.950.205.872,98 | 90,84
2.1.1 | Belanja pegawai 505.700.609.688,68 476.609.153.074,00 94,25
2.1.2 | Belanja barang 381.489.167.191,00 327.840.463.570,98 85,94
2.1.3 | Belanja bunga ) - -
2.1.4 | Belanja subsidi ) - -
2.1.5 | Belanja hibah 48.816.713.755,00 45.560.989.228,00 | 93,33
2.1.6 | Belanja bantuan sosial 4.080.000.000,00 3.939.600.000,00 | 96,56
2.2 Belanja Modal 166.054.936.680,00 149.418.347.825,33 89,98
2.2.1 | Belanjatanah 6.416.283.204,00 994.839.115,00 | 15,50
2.2.2 | Belanja peralatan dan mesin 42.791.731.754,00 39.826.077.526,00 93,07
2.2.3 | Belanja gedung dan bangunan 68.527.121.372,00 63.060.135.647,33 92,02
2.2.4 | Belanja jalan, irigasi dan jaringan 45.989.192.144,00 43.580.037.497,00 94,76
2.2.5 | Belanja aset tetap lainnya 2.327.608.206,00 1.954.288.040,00 83,96
2.2.6 | Belanja aset lainnya 3.000.000,00 2.970.000,00 99,00
2.3 Belanja Tak Terduga 10.189.062.247,00 5.674.118.343,00 55,69
2.3.1 | Belanja Tak Terduga 10.189.062.247,00 5.674.118.343,00 | 55,69
2.4 Belanja Transfer 108.803.258.700,00 108.281.913.466,00 99,52
2.4.1 | Belanja Bagi Hasil 15.285.366.000,00 15.285.366.000,00 | 100,00
242 Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah ) )
o Kabupaten/kota -
243 Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah ) )
o Kabupaten/kota Daerah Provinsi -
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah
24.4 Provinsi atau Kabupatenvkota Kepada Desa 93.517.892.700,00 92.996.547.466,00 | 99,44
Total Belanja 1.225.133.748.261,68 | 1.117.324.585.307,31 91,20
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Secara keseluruhan realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rpl.117.324.585.307,31 atau
91,20% dari anggaran sebesar Rp1.225.133.748.261,68. Tidak terserapnya seluruh belanja
terutama disebabkan oleh efisiensi belanja modal yang dilaksanakan secara pelelangan,
terjadinya efisiensi dalam penggunaan belanja pegawai, barang & jasa, pekerjaan belum
dilaksanakan serta belum digunakannya belanja bantuan sosial, hibah, subsidi, bantuan
keuangan dan belanja tak terduga.

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah
Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah
ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut.

a. Masih terdapat beberapa pelaksana kegiatan kurang memahami ketentuan tata kelola
keuangan daerah, sehingga dalam merealisasikan kegiatan masih bergantung pada
Bendaharawan Pengeluaran. Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang lambat dari
pelaksana kegiatan sehingga mempengaruhi Bendaharawan Pengeluaran yang juga
lambat dalam mengusulkan proses pertanggungjawaban dan pencairan dana berikutnya.

b. Terbatasnya tenaga yang terampil dan telah bersertifikat di bidang pengadaan barang dan
jasa sehingga proses pengadaan belum sepenuhnya dapat diselesaikan dan berakibat
pelaksanaan fisik kegiatan terhambat.

c. Perencanaan yang tidak matang sehingga beban pekerjaan tertumpuk pada akhir tahun
anggaran atau pada triwulan IV dan kondisi yang mendesak dan berakibat tidak
sepenuhnya dapat dilaksanakan.

d. Kegiatan fisik pada beberapa program yang ditetapkan berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada triwulan IV dalam kondisi yang
mendesak dan berakibat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

e. Pengaruh kondisi ekonomi global dan nasional dimana pada tahun 2021 perekonomian
dirasakan kurang baik dikarenakan dampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-
19).
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7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI
7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.4.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung
kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Dengan demikian, entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah
Kepala Daerah Kabupaten Bintan yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan wewenangnya
kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD Kabupaten Bintan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. BKAD
Kabupaten Bintan sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bintan (konsolidasian) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Operasional dan Catatan atas Laporan keuangan.

7.4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah OPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan
sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas
pelaporan. Laporan keuangan dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan adalah:
Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja

© 00 N oo o0 B~ W DN -

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

10 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

11 Dinas Lingkungan Hidup

12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

14 Dinas Perhubungan
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15 Dinas Komunikasi dan Informatika

16 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

20 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

21 Dinas Perikanan

22 Sekretariat Daerah

23 Inspektorat Daerah

24 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

26 Badan Pendapatan Daerah

27 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28 Sekretariat DPRD

29 Kecamatan Bintan Utara

30 Kecamatan Bintan Pesisir

31 Kecamatan Tambelan

32 Kecamatan Mantang

33 Kecamatan Toapaya

34 Kecamatan Teluk Sebong

35 Kecamatan Teluk Bintan

36 Kecamatan Gunung Kijang

37 Kecamatan Bintan Timur

38 Kecamatan Seri Kuala Lobam

39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Disamping memiliki 39 (tiga puluh sembilan) OPD di atas, pada Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Bintan juga memiliki 36 (tiga puluh enam) desa, 15 (lima belas)
kelurahan, 6 (enam) Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan 2 (dua) Perusahaan
Daerah. Adapun Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terdiri dari:

1) PolaPengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap 5 (lima) Puskesmas;
2) PolaPengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir;
3) PolaPengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap RSUD Bintan.

Kedua PPK-BLUD tersebut statusnya adalah PPK-BLUD Bertahap yang berarti
belum PPK-BLUD penuh sehingga merupakan entitas akuntansi dari dinas teknis terkait,
yaitu untuk PPK-BLUD Bertahap Puskesmas Teluk Sebong, Puskesmas Kawal, Puskesmas
Tanjung Uban, Puskesmas Kijang dan Puskesmas Teluk Sasah dengan Dinas Kesehatan.
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Sedangkan PPK PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir dengan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah.

Sedangkan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bintan, terdiri dari:
1. PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang memiliki satu anak perusahaan PT Bintan Anugerah
Bersama (PT BAB) yang bergerak di bidang SPBU;
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan.

Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas pelaporan keuangan namun
standar akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan
yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan perusahaan daerah
tidak dikondolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan, namun
disertakan dalam lampiran laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Kabupaten Bintan.

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah
basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan
pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan
mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah
daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh
pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah
atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak
luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA
disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat
kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak
menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran
(lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada
selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan
pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan
dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar
oleh kas daerah.

7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Basis Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah
daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan 29



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas
dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan
fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas
pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

¢. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan
pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan
akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi Kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan
ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan

a.  menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah;

b.  menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas pemerintah;
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c.  menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
ekonomi;

d.  menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e.  menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk  membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
dan

2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan,
termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai
entitas pelaporan dalam hal:

Aset;

Kewajiban
Ekuitas;
Pendapatan-LRA,;
Belanja;

Transfer;
Pembiayaan;

Saldo Anggaran Lebih;

© © N o g & w D -

Pendapatan-LO;

[ERN
©

Beban; dan

[E
=

Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan
pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi
tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan
keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu
entitas pelaporan selama satu periode.

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Prinsip-prinsip dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang
harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam
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memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang
digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
a) basis akuntansi;

b) prinsip nilai perolehan;

c) prinsip realisasi;

d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
e) prinsip periodisitas;

f)  prinsip konsistensi;

g) prinsip pengungkapan lengkap; dan

h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah
basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan
pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan
perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas
pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

2. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh
pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan
seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun
berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak
menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran
(lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada
selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan
pembiayaan pengeluaran.

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau
dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

1. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan
(consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat
sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di
masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

2. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena
nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai
historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
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Prinsip Realisasi (Realization Principle)

1. Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu
tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun
anggaran dimaksud atau membayar utang.

2.  Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak
mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana
dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus
dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti
aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda
dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi
periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi
sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode
bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode
ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti
bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi
yang lain.

2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru
diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh
dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi
yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan
dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas
laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

1. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.
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Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah
diperlukan ketika menghadapi Kketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya
dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak
dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.
Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya
pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan
yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau
tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

7.4.5 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari

laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh
komponen menjadi sebagai berikut:

1
2
3
4.
5
6
7

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas

akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

A

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah
yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran
menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu
periode pelaporan.

Definisi Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh ke